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PUTUSAN
Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Bm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai talak antara :

Pemohon : Til, Lido, 31-12-1959, umur 60 tahun, pendidikan terakhir SD,
agama Islam, pekerjaan petani, Nik: tanggal 24-05-2007,
tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima,
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon : Ttl, Tenga, 01-07-1977, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SLTP,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai
Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 9 Maret 2020
yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
dengan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan
permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:
DALAM POSITA
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1. Bahwa pada tanggal 23-02-2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/16/11/2016 tanggal 23-02-2016 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Lido Kecamatan
Belo Kabupaten Bima sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa sejak tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon tidak senang/tidak bersikap santun kepada keluarga dan anak

bawaan Pemohon;

b. Termohon tidak mau beribadah, sudah seringkali Pemohon
mengingatkanya untuk  beribadabh;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Maret 2020 yang akibatnya
Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, selama itu Termohon sudah
tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan
oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
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merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Bima ;

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;
B. Subsidair
Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum
pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan
itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para
pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai mediator dan
berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon
tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

» Bahwa benar identitas Termohon;

» Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;
» Bahwa tidak benar dalii Pemohon pada posita angka 4 beserta
penyebabnya karena yang benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah
bertengkar;
» Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pisah tempat tinggal
karena Pemohon pergi awalnya mencari nafkah di Tente tiba-tiba Termohon
menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama;
» Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon ingin
menikah lagi dengan perempuan lain meskipun Termohon bersedia di madu
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
» Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 6, yang benar
Pemohon dengan Termohon tidak ada pertengkaran sehingga tidak pernah
didamaikan;

» Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam
permohonan semula dan Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon
bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp150.000,00 per hari;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang
pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206102309760001
tanggal 20 Juli 2010 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang
telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan
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dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/07/X1/2007 tanggal 31 Oktober
2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo,
Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi | , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite,

Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang diasuh oleh Termohon;

-Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar

namun saksi tidak tahu penyebabnya;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak

Oktober 2019;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan

Pemohon Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi Il , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
tempat kediaman di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite,

Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang diasuh oleh Termohon;

-Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan

terjadi pemukulan disebabkan karena tidak ada saling percaya antara

Pemohon dengan Termohon tentang masalah uang, Termohon menuduh

Pemohon membei uang kepada orang tua dan adiknya dan Termohon

menyatakan Pemohon mengambil uang Termohon;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang

lebih 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman

dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan

Ketua RT, namun tidak berhasil;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan

Pemohon Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan
sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon
mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di ,
Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite,
Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
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-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang diasuh oleh Termohon;

-Bahwa yang saksi tagu rumah tangga Pemohon dengan Termohon

rukun-rukun saja;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan

sebesar Rp150.000,00 per hari tetapi kalau dapat borongon kerja bisa

mencapai Rp175.000,00 sampai dengan Rp190.000,00 per hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi Il , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite,

Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang diasuh oleh Termohon;

-Bahwa yang saksi tagu rumah tangga Pemohon dengan Termohon

rukun-rukun saja dan setahu saksi Pemohon pergi bekerja di Desa

Tente;

-Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan

sebesar Rp150.000,00 per hari tetapi kalau dapat borongon kerja bisa

mencapai Rp175.000,00 sampai dengan Rp190.000,00 per hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Termohon dan Pemohon
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan replik Pemohon serta
mohon putusan;
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Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban dan duplik serta
mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)
Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan
Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka
Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh
upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka
ditunjuk Ahmad Rifa’i, S.Ag., M.H.l., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah
ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon
adalah sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon suka menuduh
Pemohon telah mengambil/mencuri uang bersama yang disimpan oleh
Termohon, Termohon suka merusak nama baik Pemohon/membuka aib rumah
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tangga kepada orang lain, Termohon suka menghina / mencaci maki Pemohon
di depan muka umum, Termohon suka berbohong mengelola uang rumah
tangga dengan memberi pinjaman kepada orang lain dengan sistim riba
meskipun sudah berulangkali dilarang oleh Pemohon dan puncak keretakan
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan
Oktober 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama
dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemohon dengan
Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh
masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam
jawaban secara lisan menyatakan membantah adanya pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon yang benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah
bertengkar dan tidak benar telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi
awalnya mencari nafkah di Tente tiba-tiba Termohon menerima surat panggilan
dari Pengadilan Agama dan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena
Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain meskipun Termohon
bersedia di madu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi
dan tidak benar pernah didamaikan karena yang benar Pemohon dengan
Termohon tidak ada pertengkaran sehingga tidak pernah didamaikan dan
Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam
repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil
dalam permohonan semula dan Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan
dengan penghasilan Rp150.000,00 per hari;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon
mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya Termohon tetap
dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai
(agreement to divorce) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip
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mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e),
maka Pemohon in casu tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan
sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat
secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di
wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa
di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama
Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 19481 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan
cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon,
sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan
hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 1481 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis
pertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah pula
mengajukan saksi 1 dan saksi 2 yang sudah dewasa dan sudah disumpah,
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sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1481 ayat 1
angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangkan
relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi
Pemohon yang pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon
bertengkar, maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalili Pemohon tentang penyebab
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya satu saksi saja yang
mengetahui hal tersebut, sehingga dalil Pemohon terhadap penyebab
pertengkaran tidak terbukti sedangkan mengenai dalil Pemohon tentang pisah
tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon diperkuat dengan
keterangan dua orang saksi Pemohon maka pisah tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon tidak terbukti namun adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon dan pisah tempat tinggal antara Pemohon
dengan Termohon sejak Oktober 2019 telah terbukti, maka telah ditemukan
fakta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dan saling
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang adanya keretakan
dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu
keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta
bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah
tempat tinggal sejak Oktober 2019 hingga sekarang dan antara Pemohon
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dengan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi di Pengadilan Agama
namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak ingin rukun kembali dengan
Termohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terus menerus terjadi

pertengkaran dan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Hadis Nabi yang berbunyi :

Artinya :"Sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah adalah thalak";

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak
melihat antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena
itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan
Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tidak mendukung dalil-dalil
sebagaimana dalam permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak
terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak memenuhi Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Antara suami
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon tidak terbukti, oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 19481 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu

rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.
Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I.,
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis
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Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin. Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4 Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai . Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).
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